
QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 4 TAHUN  2014

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan bahan
tambang yang merupakan kekayaan alam yang tidak
dapat diperbaharui, diperlukan pengaturan dalam
pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat
dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan
berpedoman pada Pembangunan Daerah yang
berkelanjutan;

b. bahwa kegiatan penambangan berpotensi menimbulkan
kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan pengelolaan
yang baik dan berwawasan lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
suatu Qanun Kabupaten Bireuen yang mengatur
tentang Izin Usaha Pertambangan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konfersi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3963);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3174);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);

16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor
07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 35)

17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

18. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun  2013 tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
(Tambahan Lembaran Aceh Nomor 58).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati
dan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Bireuen.

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

7. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas,
Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bireuen.

8. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan
sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur
penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat
Kabupaten.

9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bireuen yang selanjutnya disingkat dengan KP2TSP adalah
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bireuen.

10. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bireuen sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan izin bagi kegiatan usaha maupun kegiatan
lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan
yang berlaku.

11. Komoditas Tambang Mineral Bukan Logam meliputi :
intan, korundum, grafit, arsen, pasirkuarsa, fluorspar,
kriolit, yodium, brom, klor belerang, fosfat, halit, asbes,
talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire
clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit,
kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas,
batukuarsa, perlit, garambatu, clay, dan batu gamping
untuk semen.

12. Komonitas Tambang Batuan meliputi : pumice, tras, toseki,
obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanahserap
(fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro,
peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug,
batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper,
krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit,
topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit,
kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir,
pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu),
bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat,
tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan
pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau
unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti
ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
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13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka
pengusahaan mineral bukan logam dan/atau batuan yang
meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,
eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,
serta pasca tambang.

14. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP,
adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan
untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti
tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualita dan
sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi
mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

16. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha
pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan,
pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan
penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan.

17. Pengolahan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
meningkatkan mutu mineral bukan logam dan/atau
batuan serta untuk memanfaatkannya dan memperoleh
mineral ikutan.

18. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
memindahkan mineral bukan logam dan/atau batuan dari
daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan
pemurnian sampai tempat penyerahan.

19. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
menjual hasil pertambangan mineral bukan logam
dan/atau batuan.

20. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang
tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan,
dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar
dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

21. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh
perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.

22. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber
daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara
bijaksana bagi sumber daya terbaharui menjamin
kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara
dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragman.

23. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai
dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang di
rencanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan.


